
 

94 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku 

 

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, 

Jakarta, 1992. 

 

Achmad Ali Chomzah, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 1990. 

 

_______, Peraihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2009. 

 

_______, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2018. 

 

Akur Nurasa, Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, STPN Press, 

Yogyakarta, 2015. 

 

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2012 

 

Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata 

di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. 

 

Ana Silvian,  Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi 

Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah, Fakultas 

Hukum, Universitas Diponegoro, 2020. 

 

Artje Tahupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Penebar 

Swadaya Grup, Jakarta, 2012. 

 

Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-

Peraturan Pelaksanaannya, Bandung, 1980. 

 

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2016. 

 

Boedi Harson0, Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan : Isi 

dan pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1972. 

 

________, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum 

Tanah Nasional, Jakarta, 2008. 

 

________, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam 

Hubungannya dengan TAP MPR RI XI/MPR/2001, Universitas 

Trisakti, Jakarta, 2002. 



 

95 

 

 

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2002. 

 

Djoko Prakoso dan Budian Adi Purwanto, Eksistensi Prona Sebagai 

Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Press, Jakarta, 1985. 

 

Effendi Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan 

Pelaksanaannya, Alumni Press, Bandung, 1993. 

 

Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Visi Media, 

Jakarta, 2007. 

 

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2013. 

 

Hartanto Andy, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat, 

Cet I, Laksban Mediatma, Yogyakarta, 2009. 

 

Irawan Soerojo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, 

Surabaya, 2003. 

 

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu 

Media Publishing, Surabaya, 2016. 

 

K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997. 

 

Meita Djohan Oelangan, Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Dalam Pendaftaran Tanah Fakultas Hukum Universitas Bandar 

Lampung, 2016. 

 

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 

Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007. 

 

Mudjono, Hukum Agraria, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1992. 

 

Otje Salman, Teori Hukum, Rafika Aditama, Jakarta, 2004. 

 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011. 

 

R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty, Yogyakarta, 

2013. 

 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. 

 

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Mandar Maju, 

Bandung, 1991. 



 

96 

 

 

Rusmadi Murad, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya Dalam Praktik, 

Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, 2007. 

 

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2003. 

 

Samun Ismail, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogjakarta, 

2013. 

 

Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. 

 

Saputri, M. A, Kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran 

tanah sistematis lengkap, Malang, 2019. 

 

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. 

 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. 

 

Sudikno Mertoskusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 2003. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D, Cet ke 14, 

Alfabeta, Bandung, 2011. 

 

Suharyono Hadiwiyono, Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas 

Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di 

Indonesia, Inteligensia Media, Malang, 2011. 

 

Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011. 

 

Urip   Santoso, Pendaftaran   dan   Peralihan   hak   Atas Tanah, Kencana, 

Jakarta, 2011. 

 

Urip Santoso, Hukum Agraris: Kajian Komprehensif, Cetakan I, Kencana, 

Jakarta, 2015. 

 

Wantjik Saleh,  Hak Anda Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 

Jakarta 1977. 

 

Waskito, Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan), PT.Media 

Adji, Jakarta, 2007 

 

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. 

 

 

 



 

97 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah 

 

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

C.  Jurnal 

  

Andika Dwi Amrian, Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan 

Perspektif Teori Keadilan, Jurnal Hukum, Vol 18, No 1, 2023. 

 

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang 

dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020. 

 

Gusti Bagus Gilang Prawira, Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Jual Beli 

(PPJB) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah, Jurnal Hukum, Vol.11 

No.1, 2023. 

 

Iskandar Zulkarnain, Teori Keadilan: “Pengaruh Pemikiran Etika 

Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”, Jurnal Madani, Vol 

1, No. 1, 2018. 

 

Lisna Aprilia Aziza, Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Atas Tanah 

Terhadap Pemblokiran Sertipikat   Oleh   Kantor   Pertanahan   

Kabupaten   Bandung   Barat   Dihubungkan   Dengan   Permen 

Agraria/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Blokir Dan Sita, Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 3, No. 01, 2023. 

 

 

  

 

 

 


